Pendapatan Asli Daerah Tanah Bumbu Berpotensi
Menlngkat Pada Tahun 2025
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https://kalimantansmart.com/berita/pad-tanah-bumbu-berpotensi-meningkat-pada-tahun-2025/

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu berpotensi meningkat
pada tahun 2025.

Pasalnya, Jumat (31/05/2024), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi
Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Focus Grup Discussion (FGD) di Jakarta.

FGD membahas perjanjian kerjasama antara Bapenda Provinsi dengan seluruh
Bapenda Kabupaten/Kota se-Kalsel.

Peserta yang hadir yakni seluruh Kepala Bapenda se-Kalsel dengan
mengikutsertakan seluruh Kabag Tata Pemerintahan.

Juga dihadiri Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri
Republik Indonesia sebagai narasumber.

Kepala Bapenda Tanah Bumbu, Deny Harianto, mengatakan isi perjanjian
kerjasama yang dibahas terkait tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD).

“UU HKPD ini telah ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah dengan
menerbitkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ujarnya.

Adapun amanat UU HKPD ini, sebutnya, salah satunya yaitu pada Januari 2025,
ada objek pajak yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. Yaitu opsen pajak
kendaraan bermotor (PKB) dan opsen biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Opsen PKB/BBNKB ini untuk pajak kendaraan bermotor dan pajak balik nama
kendaraan bermotor tidak lagi menggunakan sistem bagi hasil dari pemerintah provinsi
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ke pemerintah daerah. Akan tetapi pajak kendaraan bermotor ini langsung menjadi hak
pemerintah kabupaten/kota. Yang mana besarnya opsen PKB dan BBNKB ini sebesar
66% untuk pemerintah kabupaten/kota.

“Mulai Januari 2025 nanti. Dengan diterapkannya opsen pajak PKB dan pajak
BBNKB, maka potensi peningkatan PAD kabupaten/kota, termasuk Tanah Bumbu akan
meningkat. Dengan perkiraan ada kenaikan 100% penerimaan pajak daerah dari jenis
opsen PKB/BBNKB ini,” kata Deny.

Untuk masyarakat pengguna kendaraan bermotor bagi nopolnya yang masih
menggunakan nopol luar daerah Kalsel. Tapi kendaraan bermotornya digunakan di kalsel,
diharapkan agar segera memproses mutasi nopolnya. Agar pajak daerah yang dibayarkan
bisa memaksimalkan PAD Provinsi Kalsel. Khususnya Kabupaten/Kota di Kalimantan
Selatan.

Adapun pajak daerah yang diterima oleh Pemkab Tanah Bumbu akan digunakan
dalam rangka pembangunan di Bumi Bersujud.

Terkait dengan opsen. Sebut Deny, di mana Pemkab Tanbu berharap dengan
kesepakatan antara Pemkab Tanbu dan Pemprov Kalsel akan lebih meningkatkan lagi
pendapatan daerah. Khususnya pendapatan dari sumber APBD yang di lakukan bersama-
sama terkait pajak-pajak. Baik pajak BBNKB/PKB, pajak air bawah tanah, serta juga
pajak sarang burung walet, dan pajak MBLB.

Dimana MBLB ini, Pemkab Tanbu sangat konsen sekali. Sebagaimana hasil
masukan dari MCP KPK. Bahwa untuk MBLB harus di terapkan dengan sistem yang
mengacu pada peraturan mendagri dan menteri keuangan.

Harapannya mudah-mudahan tahun 2025 mendatang, dengan adanya PKS yang
sudah di laksanakan maka peningkatan PAD khususnya akan lebih besar di dapatkan dari
pada pembagian asset tersebut.

Sumber berita:

1. https://kalimantansmart.com/berita/pad-tanah-bumbu-berpotensi-meningkat-pada-
tahun-2025/, 3 Juni 2024.

2. https://mc.tanahbumbukab.go.id/pad-tanah-bumbu-berpotensi-meningkat-pada-
tahun-2025/, 1 Juni 2024.

Catatan:
PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan

lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai

salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.
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Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan

desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak
Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat
PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana
keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan
salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai
pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada
masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan
bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah
Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu
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